
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5415);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan,
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten KonaweKepulauan.

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI
SERTATATAKERJADINASSOSIAL
KABUPATENKONAWEKEPULAUAN

DENGANRAHMATrUHANYANGMAHAESA

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

TENTANG

PERATURANBUPATIKONAWEKEPULAUAN
NOMOR: ~ t TAHUN2016

BUPATIKONAWEKEPULAUAN
PROVINSISULAWESITENGGARA

Mengingat

Menimbang

-_



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan.
3. Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten

KonaweKepulauan.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten KonaweKepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTDadalah un sur pelaksana teknis Dinas di Lingkungan
Dinas Sosial Kabupaten KonaweKepulauan.

8. Jabatan fungsional adalah adalah sekelompokjabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten
KonaweKepulauan.

BAB I
KETENTUANUMUM

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI
SERTATATAKERJA DINAS SOSIAL KABUPATENKONAWE
KEPULAUAN.

MEMUTUSKAN:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2016 Nomor3).
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Pasal 5
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

BABIII
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

Pasal 4
(1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal3, diklasifikasikan atas tipe C.
(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan bidang sosial.

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Bagian Ketiga
TipePerangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2, adalah Dinas Sosial.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
bidang sosial diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

BAB II
BENTUK,NOMENKLATURDANTIPE

PERANGKATDAERAH
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Pasal9
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,
mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan
kebijakan dan program strategis, tata kerja dan
mengembangkan semua kegiatan sosial serta bertanggung
jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

BagianKesatu
KepalaDinas

BABIV
TUGASDANFUNGSI

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum
dalam LampiranPeraturan ini.

Pasal 8
(1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

a. KepalaDinas;
b. Sekretariat;
c. BidangPerlindungan, Jaminan Sosial, dan Rehabilitasi

Sosial;
d. BidangPemberdayaanSosialdan Penanganan Fakir

Miskin;
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. KelompokJabatan Fungsional.

BagianKedua
Susunan Organisasi

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal6, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal6
Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan di bidang Sosial.•
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Pasal13
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaran, Pengelolaan barang
milik/kekayaan daerah, kerjasama, hubungan masyaraka,
arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan
organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan koordinasi dan
penyusunan peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Pasalll
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana, program dan

anggaran di bidang sosial;
b. pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaran, kerjasama, hubungan masyaraka, arsip
dan dokumentasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana,
pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

d. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasall0
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan
adminstrasi kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum
di lingkungan dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
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pemantauan dan evaluasi
bencana sosial;

h. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi,
pemantauan dan evaluasijaminan sosial keluarga;

1. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang
perlindungan dan jaminan sosial;

J. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi

sosial;
1. pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

teknis,fasilitas, koordinasi,
perlindungan sosial korban

kebijakan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan
RehabilitasiSosialmenyelenggarakanfungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan

jaminan sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan

jaminan sosial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan

dan jaminan sosial;
d. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan

sosial;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan, dan evaluasi perlindungan sosial korban
bencana alam;

g. pelaksanaan

Pasal15

Pasal14
(1)Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi

Sosial mempunyai tugas menyiapkan kebijakan petunjuk
teknis dan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial
serta rehabilitasi sosial.

(2)Bidangsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpinoleh
KepalaBidangyang berada dibawahdan bertanggungjawab
kepada KepalaDinas.

BagianKetiga
BidangPerlindungan,Jaminan Sosialdan RehabilitasiSosial

(2) Sub BagianProgram,Keuangandan Pelaporansebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana,
program dan anggaran, melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
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Pasal 17
(1) Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Bencana

Alamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf
a, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis,
fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang
PerlindunganKorbanBencana Sosialdan BencanaAlam.

Pasal16
(1) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi

Sosial terdiri atas :
a. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan

BencanaAlam;
b. Seksi Perlindungandan Jaminan SosialKeluarga;
c. Seksi RehabilitasiSosial.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
KepalaSeksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan
RehabilitasiSosial.

koordinasi,
penyandang

n. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam
panti danJ atau lembaga;

o. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial
disabilitas di dalam panti danJ atau lembaga;

p. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial
dan korban perdagangan orang danJatau lembaga;

q. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di
dalam panti danJ atau lembaga;

r. pengelolaandata pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial
orang dengan HIVJAIDS(ODHA)untuk dikoordinasikandan
dilaporkankepada kementrian sosial;

s. pengelolaandata pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial
korban penyalah-gunaan NAPZAuntuk dikoordinasikandan
dilaporkan kepada kementrian sosial;

t. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/ atau lembaga;

u. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi,
pemulangan, pemantauan dan evaluasi korban tindak
kekerasan, pekerjamigran dan orang terlantar;

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1),BidangPemberdayaanSosial dan Penanganan
Fakir Miskinmenyelenggarakanfungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial

dan fakirmiskin;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial

dan fakirmiskin;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pemberdayaan sosial dan fakirmiskin;
d. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayan sosial dan

fakirmiskin;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi,

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, dan kelembagaanmasyarakat;

g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial
komunitas adat terpencil olehkabupaten;

h. pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan dan restorasi sosial;

Pasal18
(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan
pengelolaan sumberdana sosial, pelestarian nilai
keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan
kesetiakawanan sosial serta pemberdayaan komunitas adat
terpencildan melaksanakan penanganan fakirmiskin.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpinoleh
KepalaBidangyang berada dibawahdan bertanggungjawab
kepada KepalaDinas.

BagianKeempat
BidangPemberdayaanSosialdan Penanganan FakirMiskin

(2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan
dan Jaminan SosialKeluarga.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1)huruf c, mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi bidangRehabilitasiSosial.
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(2) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir

Pasal21
(1) Seksi Pemberdayaan Sosial, KelembagaanMasyarakat dan

Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Bencana Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin, melakukan pemberdayaan,
pendampingan, pengoordinasian komunitas adat terpencil,
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan
masyarakat dan pengelolaansumber dana sosial.

Pasal20
(1) Bidang PemberdayaanSosialdan Penanganan Fakir Miskin

terdiri atas :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan Masyarakat
dan Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Bencana
Sosial;

b. SeksiPenanganan FakirMiskin;
c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
KepalaSeksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan FakirMiskin.

kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi,
dan evaluasi penanganan fakir miskin

pedesaan;
1. pelaksanaan

pemantauan
perkotaan;

m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir,
pulau-pulau kecildan perbatasan antar negara;

n. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidangpenanganan fakirmiskin;

o. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan
kabupaten;

p. pe1aksanaanfungsi lain yang diberikan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

1. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana
bantuan sosial;

J. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidangpemberdayaansosial;

k. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi,
pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin
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Pasa129
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal28
Sekretaris, KepalaBidangdan KepalaSub Bagiarr/KepalaSeksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal27
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal26
KepalaDinas wajibmengawasipelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-Iangkahyang diperlukan sesuai ketentuan perundang­
undangan yang berlaku.

pengawasan
dilingkunganorganisasi

melaksanakan
satuan
wajib

Pasal25
(1) Dalammelaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompoktenaga fungsionalwajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkunganmasing-masingmaupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing­
masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing­
masing.

(3) Setiap pemimpin
Pemerintah Daerah
melekat.

BABV
TATA KERJA

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal34
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon I1a atau jabatan
pimpinan tinggipratama.

(4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IlIa
atau jabatan administrator.

(5) KepalaBidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb
atau jabatan administrator.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas
merupakan jabatan eselon IVaatau jabatan pengawas.

(7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan IV atau
jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah.

BABVI
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN

PEMBERHENTIANDALAMJABATAN

Pasal33
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal32
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan

tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang­
undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal31
Dalam me1aksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal30
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
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BERITADAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN
TAHUN2016 NOMOR : r4

SEKRETARISDAERAH,

-
Diundangkan di Langara
pada tanggal,_g Desember 2016

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

Ditetapkan di Langara
pada tanggal.J4 Desember 2016~ -

PARAF KOORDINASI
JABATAN PAJl.AF

1.SEKDA 11'-.
2. ASISTEN ADM. UMUM ,_
3.DINAS/BADAN/KANTOR t '"
4.BAGIAN d.A

Pasa136
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal35
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan
Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVII
KETENTUANPENUTUP

(8) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Dinas, sesuai
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
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/

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,~ -
PARAF KOORDINASI
JABATAN PARAF

1.SEKDA s-:
2. ASISTEN ADM. UMUM ~ I_ J-
3. DINAS/BADAN/KANTOR :r
4.BAGIAN \t

GIAN
RAIl,
AKDAK
RAK

KEPALA
DINAS

I
SEKRETARlAT I

I I
KELOMPOK JABATAN IFUBGSIOBAL SUB &4

I I I I ' SUB&4GIAN PROGUIIUJII DAK
I I I I KEPEGAWAIAK ' KlttIAKG

PELAPO

I I.
.BlDA.NG .BlDA.NG

PERLIBDUBGAN, JAMSOS, PBIIBERDAYAAN SOSIAL
DANREHABn.ITASI DAN PBNANGANAN FAKIR

SOSIAL JlISKIN

I I

SEKSI SEKSI
PERLIBDUBGAN PEMBERDAYAAN

r- KORBAB BEBCANA SOSIAL, KELEMBAGAAN
SOSIAL DANBEBCANA MASYARAKATDAN

ALAM PSDBS

SEKSI SEKSI
PERLIBDUBGANDAN PEBANGANANFAKIR
JAMIBAN SOSIAL MlSKIB

KELUARGA

SE1CSI
SEKSI KEPAHLAWANAN,

KEPERlBTlSAN DANREHABn.ITASI SOSIAL KESETIAKAWANAN
SOSIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ::~ TAHUN 2016
TANGGAL :" ~""'Q(.. he

LAMPIRAN
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